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Abstrak
 

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, dibentuklah Undang-Undang tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU). Dalam perkembang peraturan

perundang-undangan di Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan yang belum dapat mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945, diantaranya yaitu: 1) peraturan perundang-undangan tidak memenuhi kebutuhan dan

perkembangan masyarakat, 2) peraturan perundang-undangan yang tidak berfungsi secara efektif dan

efisien. Permasalahan lainnya yaitu setelah tahap pengundangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU 2011) bagaimana

keberlakuan dari undang-undang tidak diatur secara detail sehingga banyak terdapat hasil temuan produk

peraturan pelaksanaan dari undang-undang tidak disusun, ataupun disusun namun bertentangan dengan

undang-undangnya sendiri sehingga ketentuan delegasinya tidak sinkron dengan materi muatan yang

didelegasikan.  Hal ini yang menjadi awal mula dari diusulkannya tahap pemantauan dan peninjauan untuk

memantau secara keseluruhan dari awal sampai akhir dan meninjau kembali materi muatan undang-undang

apakah dia efektif dan efisien dalam implementasinya sehingga dapat membantu bagi lembaga pelaksana

kedaulatan rakyat yaitu DPR dalam menghasilkan produk legislasi yang bisa mencapai tujuan pembangunan

nasional. Hal ini yang menjadi latar belakang dimasukannya tahap pemantauan dan peninjauan undang –

undang dalam UU Pembentukan PUU. Namun, saat ini pemantauan dan peninjauan UU di Indonesia bukan

merupakan siklus dalam pembentukan UU. Dalam Pasal 95A dan 95B UU Pembentukan PUU 2019 tidak

terdapat kewajiban bagi DPR RI untuk melakukan pemantauan dan peninjauan setelah dibentuknya sebuah

UU.

......As an implementation of the provisions of Article 22A of the 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia and in order to fulfil the needs of society for good laws and regulations, a Law on the Formation

of Laws and Regulations was established. In the development of laws and regulations in Indonesia, there are

several problems that arise in the formation of laws and regulations that cannot reflect the values of

Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including: 1) laws and regulations do not

meet the needs and developments of society, 2) laws and regulations that do not function effectively and

efficiently. Another problem is that after the enactment stage, Law No. 12/2011 on the Formation of Laws

and Regulations does not regulate the enactment of laws in detail so that there are many findings that the

products of implementing regulations from laws are not compiled, or are compiled but contradict the laws

themselves so that the delegation provisions are not in sync with the delegated content material.  This is the

beginning of the proposed monitoring and review stage to monitor the whole from start to finish and review
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the content material of the law whether it is effective and efficient in its implementation so that it can help

the implementing institution of people's sovereignty, namely the DPR, in producing legislative products that

can achieve national development goals. This is the background to the inclusion of the monitoring and

review stage of laws in the PUU Formation Law. However, currently monitoring and reviewing laws in

Indonesia is not a cycle in the formation of laws. In Articles 95A and 95B of the 2019 Law on the Formation

of Public Laws, there is no obligation for the Indonesian Parliament to conduct monitoring and review after

the formation of a law.


